
BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI I(ALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI I(ABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR TAHUN 2OL7

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

. BUPATI BARITO TIMUR,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2ot7 tentang perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2olz,
perlu ditetapkan Peraturan Bupati Barito Timur tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017, sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OlT;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun l9g9 tentang penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun tggg Nomor zs,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3g5l);
undang-Undang Nomor 5 Tahun 2oo2 tentang pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten seruyan, Kabupaten sukamara,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten pulang
Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur
dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2oo2 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Nomor a180);
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
undang-Undang Nomor 1 Tahun 2oo4 tentang perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a3ss);
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2oo4 tentang pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44Oe;
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.,. lLndang-irroffir*", 2s rahun 2oo4 tentang sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aa2\;

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443g);

8. undang-Undang Nomor 28 Tahun 2oog tentang pajak dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2oo9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 50a9);

9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2orl Nomor g2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S23a);

10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2ol4 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SSBT)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor g rahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 2s rahun 2or4 Tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan
dan Pengawasan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2orr Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2oo4 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintah
Nomor 21 Tahun 2OO7 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oor Nomor
47 , Tambahanlembaran Negara Republik Indonesia Nomor ar D);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2s rahun 20os rentang pengeiolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 200s Nomor 4g, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 45021sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor T4 Tahun 2012 tentang perubahan
Atas Peraturan pemerintah Nomor 2g rahun 2o0s tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2ol2 Nomor 17r, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor SBa0);

14. Peraturan Pemerintah Nomor ss rahun 2o0s tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20oS



Itqmon :37, f:-;,eign Lemi=ran }iegara RepubUk inclonesra
Nomor a57S);

15. Peraturan Pemerintah Nomor s6 Tahun 2oos tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 200s Nomor 13g, Tambahan Lembaran Negara RepubrikIndonesia Nomor 4sr6) sebagaimana terah diubah dengan
Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang perubahan
Atas sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2oto Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

16. Peraturan pemerintah Nomor 5g rahun 200s tentang pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia
Nomor aSTB);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 200s tentang pedoman
Penyusunan dan penerapan Standar pelayanan Minimai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 200s Nomor 1s0, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor a5g5);

18. Peraturan pemerintah Nomor g rahun 2006 tentang pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Instansi pemerintu.r, 1r,.*baranNegara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6lfl;

19' Peraturan pemerintah Nomor Tr rahun 2oro tentang StandarAkuntansi pemerintahan (Lembaran Negara Repubrik IndonesiaTahun 2olo Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RepubiikIndonesia Nomor Sl65);
20. Peraturan pemerintah Nomor 30 Tahu n 2ort tentang pinjaman

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2otl Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s2r9);21' Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2or2 TentangHibah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI2 Nomor S,Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nom or s2z2);22. Peraturan pemerintah Nomor. 1g Tahun 2orr tentang HakKeuangan Dan Administratif pimpinan Dan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2olz Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6057);

23. Peraturan presiden Republik Ind.onesia Nomor gz Tahun 2016tentang Rincian pendapatan dan Belanja Negera (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);

24' Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kati diubah terakhir dengan peraturan Menteri Daram
Negeri Nomor 21 Tahun 2OL7 tentang perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (tserita Negara Republik
Indonesia Tahun 2oll Nomor 310);

25. Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran pend.apatan dan Belanja Daerah
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 20361;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 16 Tahun 2oo|
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RpJp-D)
Kabupaten Barito Timur Tahun 2oo8-2o28 (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Timur Tahun 2OO9 Nomor 16);
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2olz
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun
2013 Nomor 5);
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 8 Tahun 2ol3
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 Nomor 8);
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Barito Timur Tahun Anggaran 2oL7 (Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Timur Tahun 2016 Nomor 32);
Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2 Tahun 2ol7 tentang Hak
Keuangan dan Aministratif Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Timur Tahun 2ol7 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Nomor
31);
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2ol7
tentang Pertanggungjawaban Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2oL6 (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2olr Nomor 35, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 32);
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2oL7
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2ol7 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur
Tahun 2Ol7 Nomor 36);

33.

Menetapkan :

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
ANGGARAN 2017.

PENJABARAN PERUBAHAN
BELANJA DAERAH TAHUN

Anggaran Pendapatan
Tahun Anggaran 2Ol7

Pasal 1

dan Belanja Daerah
sebagai berikut:

Kabupaten Barito Timur



U-kudryu
a- Sesula
b. Bertambah/

(Berkurang)
Jumlah Pendapatan
Setelah Perubahan

2. Belanja
a. Semula'
b. Bertambahi

(Berkurang)
Jumlah Belanja
Setelah Perubahan
(Defisit) setelah
perubahan

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1) Semula
2) Bertambahl
(Berkurang)
Jumlah
Penerimaan
Setelah
Perubahan

Rp, 878.763.701.OO4,81

Rp. 7.779.390.000,00

Rp. 886.543.091.004,81

Rp. 916.111.158.297,51

Rp. 16.693.022.799,31

Rp. 932.75O.181.096,82

(Rp. 46.2O7.O90.092,01)

Rp.

Rp.

37 .347 .457 .292,70

8.859.632.799,31

Rp. 46.207.090.092,01

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran I
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran II yang
merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangggal diundangkan.



Ip,,€fiep E"e *.rrfrf,rr.rioy*, memeriatehkan
Piraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Kabupaten Barito Timur.

pengundangan
Berita Daerah

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 19 Oktober 2AL7
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Diundang&an d,i Tamiang Layang
pada tanggal, .:,1'4 O,.ktober 2At7

SEKRETARIS DAERAH
BARITO TIMUR,
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H KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2AL? NOMOR I9
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